BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2€2 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP EKS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KABUPATEN TABALONG DENGAN JUMLAH 5.089 (LIMA RIBU
DELAPAN PULUH SEMBILAN) BERKAS KURUN
WAKTU TAHUN 1992-2017

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa arsip eks Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Tabalong yang disimpan pada Depot Arsip (Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong) telah
melampaui retensi arsip dan sudah tidak bernilai guna lagi;

b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian dan penilaian Penyusutan
Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tabalong (Arsip eks Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral
Kabupaten Tabalong) dalam Berita Acara Nomor
B.291/DISPERSIP/000.5.6.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan
Surat Pertimbangan Panitia Penilai Penyusutan Arsip pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong (Arsip eks
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tabalong)
Nomor B.292/DISPERSIP/000.5.6.2/V/2024 tanggal 13 Mei
2024, maka perlu menetapkan Pemusnahan Arsip eks Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tabalong Dengan
Jumlah 5.089 (Lima Ribu Delapan Puluh Sembilan) Berkas
Kurun Waktu Tahun 1992-2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1440);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan
dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di
Lingkungan Pencipta Arsip;

. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014 Tahun
2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non
Keuangan dan Non Kepegawaian dan Subtantif Provinsi
Kalimantan Selatan;



Memperhatikan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 144);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor
12);

. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

Surat Kepala Arsip Nasional Nomor B-KN.00.01/245/2024
tanggal 10 September 2024. Hal Persetujuan Pemusnahan
Arsip.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pemusnahan Arsip Eks Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Tabalong Dengan Jumlah 5.089 (Lima
Ribu Delapan Puluh Sembilan) Berkas Kurun Waktu Tahun 1992-
2017.

Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan secara total sehingga fisik dan
informasinya tidak dikenali lagi.

Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibuatkan berita acara pemusnahan arsip.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

PARAF HIERARKI PARAF KOORDINASI b1 BUPATI TABALONG,
SEKRETARIS DINAS/BADAN ‘\ﬁ : SEKDA ‘&,
KABID/KABAG ASISTEN : }X W[q qU ﬂ/
KASUKASUBBIDIKASUBBAG/IF KADIS/KABAN .B/

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabalong.

pada tanggal 2s uater 024

HAMIDA MUNAWARAH



